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* Dalam rangka bagian pengawasan Bank Indonesia terrkait dengan pelaksanaan
pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk
mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank
sentral yang sesuai dengan syariah; Bank Indonesia selaku bank sentral berkewaji
melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai ¢

perundang-undangan yang berlaku; Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yar

' boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;
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I« an, dan pencadangan
bank; I asi debitur; pengujian kredit
(credit testing); da )asan mengenai aspek kehati-hatian
bank, meliputi: manajeme lengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.




Surat Edaran Bank Indonesia
(SE BI) ini merupakan penyempurnaan SE Bl No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006
perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi
Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan B
Indonesia Nomor 11/23/PBI1/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang tentang Bank Pembi
Rakyat Syariah dan SE BI ini mengatur mengenal tatacara dan pelaksanas
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BC kegiatannya

memberikc

® Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank K onvensional yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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® Unit Usah antor pusat Bank Umum
Konvensional yang unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah, a , ) ntor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar
negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
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unit usaha

n melaksanakan

Bank , o berdasarkan Prinsip Syariah

dan menurut je | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank konvensional diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU
No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank Syariah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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® Landasan operasioanil: lak, Akidah dan Syariah
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LARANGAN BANK UMUM SYARIAH

* MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP
SYARIAH;

* MELAKUKAN KEGIATAN JUAL BELI SAHAM SECARA LANGSUNG DI PASAR
MODAL;

O * MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI SEBAGAIMANA DIMAKSUD
KECUALI BERPRINSIP SYARIAH

* MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN, KECUALI SEBAGAI

\ AGEN PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH.
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UUS DILARANG

* MELAKUKAN KEGIATAN JUAL BELI SAHAM SECARA LANGSUNG DI
PASAR MODAL;

* MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN
O PRINSIP SYARIAH;

* MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN, KECUALI SEBAGAI
AGEN PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH. 14

/D * MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI BERPRINSIP SYARIAH




®* MENERIMA SIMPANAN BERUPA GIRO DAN IKUT SERTA DALAM LALU
LINTAS PEMBAYARAN;

SA

DA LEMBAGA YANG
DIBENTUK ‘ A ULITAN LIKUIDITAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH; DAN

®* MELAKUKAN USAHA LAIN DI LUAR KEGIATAN USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21.
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riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi
pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl),
atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu
(nasi'ah);

maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat
untung-untungan;

* gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya,
atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau

* zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud
dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai
keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan

* Khianat tidak menjalankan Amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
* Tadiis adalah penipuan dengan memberikan informasi yang tidakj benar.




RUPS / Rapat
Anggota

Dewan Komisaris

Dewan Audit

Dewan Pengawas
Syariah

Direksi

Diwvisi /f Urusan

Divisi /f Urusan

Kantor Cabang

Kantor Cabang

* Fatwa -DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)




TRIMA KASIH

* SEMOGA BERMANFAAT DAN MENJADI AMAL JARIAH
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